
SELJ州糧jv

wALI Ko皿slBOLGA

pROv工Nsl SUMATERA u皿RA

pERATURAN WALI Ko皿SIBOLGA

NOMOR 08　TAHUN 2023

TEN皿NG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

D重LINGKUNGAN pEMER工N払H Ko皿s工BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAH Ko皿slBOLGA,

Menimbang　: a. bahwa dalan rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22

ayat (1) Peraturan Peme正n屯h No皿or 12　Tahun　2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peme正ntahan Daerah ;

b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu

bentuk pa轟isipasi masyarakat dalam melakukan

pengawasan penyelenggaraan pemehntah狐, untuk itu

perlu dikelola agar dapat dilaksanakan dengan balk,

cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, se巾a agar

membe正kan landasan dan kepas也an hukum, maka perlu

disusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat di

職ngkungan Pemehn屯h KoぬSibolga;

c. bahwa berdasarkan pe轟imbang狐sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan humf b perlu menetapkan Peraturan
W瓢i Kota ten屯ng Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Peme正ntah Ko血Sibolga;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor　8　D轟. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lemb紬an Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2･ Undang-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999　Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3･ L庇dng-Uれdang....



3. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran

Negara Republik　工ndonesiaNomor　5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PeⅢbahan kedua

atas undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik工ndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemehntah Nomor　60　Tahun　2008　tentang

Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2008　Nomor 127,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

5. Peraturan Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2017　tentang

Pembinaan dan Pengawas紬　　Penye lenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Neg紬a Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peratur狐Menteri Dalam Negeri Nomor　25　Tahun

2007　tentang Pedoman Penanga皿an Pengadu紬

Masy紬akat di轟ngkungan Dep紬temen D瓢a皿Negeri

dan Pemer血tah Daerah;

7. Peraturan Mente正　Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor　09　Tahun　2009　ten血ng Pedoman Umum

Penanganan Pengaduan Masy紬akat Bagi　工nstansi

Peme正ntah ;

8. Peraturan Mente正Dalam Nege正Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan　打oduk Hukum Daerah (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Mente轟Dalam Nege正Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mente正Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan打oduk Hukum

Daerah (Be正也Neg紬a Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

9. Peraturan W瓢i Kota Sibolga Nomor　01 Tahun　2020

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ser血皿gas dan

Fungsi重nspektorat Daerah Kota Sibolga (Be正ta Daerah

Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAL工Ko皿TEN船NG PEDOMAN PENANGANAN

pENGADUAN MAsyARA払T DI LINGKUNGAN pEMERIN船H

Ko船s賞BOLGA.

BABI.…



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal劃Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Pemehntah Daerah ad粗ah Peme正ntah Ko屯Sibolga.

3. W粗i Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Inspektorat ad瓢ah工nspektorat Daerah Kota Sibolga;

5. Inspektur ad瓢ah量nspektur Daerah Kota Sibolga･

6. Tim Pemer址sa ad瓢ah Auditor, Pengawas Penyelen醒Ⅲaan Urusan

Pemerintahan (P2UPD) dan/atau Pegawai yang bertugas di

工nspektorat Daerah Kota Sめolga･

7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD

dalan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kev脂nang狐daerah･

8. Pemerksaan ad瓢ah proses pengumpulan dan pengev瓢uasian buk亀

tentang informasi yang dapat diu血r mengenai suatu satuan usaha

yang d皿akukan seseorang yang kompeten d抑止dependen un血k

dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud

dengan kriteria置k丘teria yang telah ditetapk弧･

9. 1nvestigasi adalah proses menc紬i, menemukan, men糾mpulk紬, dan

menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti sec紬a sistematis oleh

pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkanぬktaatau

k匂adian yang seben紬nya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/

atau叫uan spesi鯖k lainnya sesua重peraturan yang berlaku･

10. Pengaduan masyarakat adalah laporan d紬i masyarakat mengenai

adanya indikasi te寄adinya penyi皿pangan, korupsi, kolusi dan

nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan ･

1 1. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang

meⅡpu心　pener血aan,　pencatat狐,　penelaahan･　pen弧ganan

pengaduan masyarakat, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

12.Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang

menyampa址弧pengadu紬･

13･ Terlaporadalah aparatur peme轟ntah daerah yang diduga melakukan

penyimpangan atau pelanggaran ･

14･ Ap紬a亡ur Pemer血tah Dae重ah ad瓢ah Apara亡ur Sip皿　Negara yang

beke重ja di L血豆kungan Pemer血tah Kota Sibolga･

BAB重工

RUANG HNGKUP

Pasal2

Ru紬g虹n∈車up Peraturan W瓢i Kota血i me虹pu正:

a. k正teha pengaduan masyarakat; dan

b. tata cara penanganan pengaduan masyarakat.

BABHT.…



BAB11工

KRITER払pENGADUAN MASⅤARAKAT

Pas血3

Kriteria pengaduan masyarakat meliputi :

a. obyek債,也dak bers韮光正tnah;

b. bers混沌kons廿uk心事

c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran,

pe叫y皿pangan , penyelewengan dam peny瓢ahguna狐wewenang serta

kes瓢ahan y紬g d血akuka皿oleh ap紬a請r pemer血tah da釘ah;

d. di叫ukan atau ditembuskan kepada Peme轟ntah Daerah; dan/証au

e. identitas pelapor jelas dan memberikan buk血awal adanya indikasi

pelanggar劃.

Pasal4

Pengaduan masyarakat bersumber dari :

a. Lembaga-Lembaga Negara;

b. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dart Pemerintah Daerah;

c. Bad狐Hukum;

d. Partai Politik;

e･ Organisasi Masyarakat;

鼻　MediaMassa; dan

9. Perorang狐･

BABIV

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pas瓢5

Ta屯　c紬a penangan狐　pengaduan masy紬akat d組akukan dengan

tahapan sebagai berikut :

a. pencatatan pengaduan;

b. penelaah紬pengadu狐;

c･ pemer批saan pengaduan;

d･ pelapor紬hasil pe皿er批sa紬pengadu紬;

e.心ndak la可ut hasil pemer址saan pengaduan;

f. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan; dan

g･ pengars宣pan a屯s penanganan pengaduan･

Bagian Kesatu

Pencatatan Pengaduan

Pasal 6

(1) Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Daerah
disanpaikan kepada Inspektorat Daerah.

/2/ Pengtldt仰rL....



(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disampaikan sec紬a l紬gsung melalui tatap muka/lis紬(kemudian

dituangkan ke d血amあmulir yang disediak紬), maupun secara te正ulis

(surat, W融ts呼p, SMS dan e肌a叫.

(3) Pengadu紬　Masyarakat y狐g ditehma oleh　工nspe虹orat, sela可u血ya

dilakuk紬　pencatat紬　sesuai deng紬　prosedur penataus血a狐/

pengadministrasian yang berlaku ･

(4) Pencatatan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat da屯　surat pengaduan, ruang lingkup pengaduan, iden心血s

pelapor dan iden也tas terlapor･

Ba豆an Kedua

Penelaahan Pengaduan

Pasal 7

(1) Pengaduan masyarakat yang dapat diproses oleh Inspektorat adalah

pengaduan masyarakat yang ada identitas pelapomya dan/atau
mempunyai bukti awal terhadap masalah yang dilaporkan, wajib

terleb血dahulu d血akukan penelaahan･

(2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

menyimpulkan untuk memenuhi kriteria pengaduan masyarakat.

Pasal8

Penelaahan pengaduan masyarakat yang dilarfukan oleh Inspektorat

Daerah meliputi kegiatan sebagai behkut :

a. merumuskan inti mas瓢ah yang diadukan;

b. menghubungk紬mate正pengaduan deng狐peratur紬y紬g terkait;

c. meneliti dokumen dan/ atau infomasi yang pemah ada dalam kaitannya

dengan mate轟pengaduan yang dite正ma;

d. menyimpulkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses

penanganan sela可utnya; dan

e. melakukan kla正鯖kasi.

Bagian Ketiga

Peme正ksaan Pengaduan

Pasal9

(1) Pengaduan masyarakat yang memenuhi hiteria sebaga血ana

dimaksud d血am Pas血　3　d組akukan pemerksaan oleh Tim

Pemerksa yang ditugaskan･

(2) Penugasan kepada Tim pemeriksa sebaga血ana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalan Surat Perintah Tugas lnspektur Daerah
dan/ atau p匂abat y紬g berwenang･

(3) Pemehksaan pengaduan sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) dapat

melibatkan perangkat daerah lain dan/atau Ap紬at Penegak Hukum,

Ap紅at Pengawas紬Intem瓢Pemehntah lainnya, serぬtenaga te血is･

PasaiJO....



Pasal10

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam

pelaksanaan tugasnya dapat melakukan pemang如紬　terhadap pihak-

pihak terkait untuk dilakukan peme正ksa紬di Kantor重nspektorat Daerah･

(2) Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Pemeriksa dapat
melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di lu紬Kantor

重nspektorat Daerah ･

Pas血11

(i) Kegiat紬pemehksa紬oleh Tim Peme正ksa dilakuk紬untuk memperoleh

bukti鯖sik, bukti dokumen, buk仕perhitungan, keterangan pihak terkait

dan/ atau bukti-bukti lainnya mengenai kebenaran materi pengaduan.

(2〉　Pemeriksa紬dilakuk狐dengan st紬d紬peme正ksa紬yang tel血ditetapk紬

di lingkungan lnspektorat Daerah dan/atau stand紬yang ditetapkan oleh

Asosiasi Auditor工ntem Pemehn屯h工ndonesia (AⅢPI).

(3) Peme正ksa狐　yang dilakukan　○○eh Tim Peme正ksa yang te正ndikasi

pengenaan sanksi hukuman disiplin a屯u te重jadi kerugian daerah dapat

dilakukan pap鉦an/ekspose dengan menghadirkan Kepala Perangkat

Daerah/Atasan Langsung un血k d追nda岨a可u血　sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ･

(4) Apab血a has虹　pemer批saan yang menyangkut peny粗ahgunaan

wewenang atau ter血d批asi meぬkuk狐色ndak pid狐a korupsi y紬g

menga虹batkan kerugian keuangan daerah,　maka yang

bersangkutan diberikan waktu 60 (en- puluh) hari sejak surat
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani Wali Kota

diterima oleh terlapor untuk menyelesa批紬･

(5) Apabila dal-　jan8ka waktu 60 (en- puluh) hari sebagainana

dimaksud pada ayat (4) belum didndardanjuti, maka akan

diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH主

Ba産an Keempat

Pelaporan Hasil Pemehksaan Pengaduan

Pas血12

(1) Pelaporan pengaduan masyarakat ihasil pemeriksaan dan/atau investigasi

Tim Peme正ksa diselesaikan d血am jangka waktu paling lambat 14 (empat

belas) ha轟keヰa setelah bera址imya masa penugasan･

(2) Laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bersiぬt rahasia, tidak boleh dibuka dan dibe正kan kepada

publik kecuali ditentukan lain sesua王　dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ･

(3) Laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat oleh Tim Pemeriksa

yang terdapat pelan幾aran administra揖dan/a屯u pelan綬紬an disiplin

Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan ant紬a

lain kepada Wa虹I W瓢i Kota, Se血e血ris Daerah, Badan Kepegawaian

Daerah dan Perangkat Daerah yang bersangkuぬn･

/4/ Z畑pom7i....



(4) Laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat yang terdapat kerugian

daerah oleh工nspektorat Daer血　dilaporkan kepada Wall Kota dengan

tembus紬antara址n kepada Mente正D瓢am Negeh Cq･工nspektur Jender血

Kemente正an Dalam Nege轟, Gubemur, Badan Peme正ksa Keuangan, Wakil

Wali Kota, Sekretahs DaerahタBadan Pengelolaan Keuangan, Pendapa屯n

dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah yang bersangkutan･

(5) Pelaporan pengaduan masyarakat yang dilimpahkan dari
lnstansi/Lembaga Pemerintah lainnya, hasilnya disanpaikan kepada

lnstansi/ Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tindak虫垂ut Hasil Peme正ksaan Pengaduan

Pas粗13

Laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat wajib

di仕nda岨a互u仕oleh Perangkat Daerah terkait dan/aぬu terlapor paling lambat

60 (ena皿puluh) ha轟s匂ak laporan dimaksud dite正ma･

Bagian Keenam

Pemantauan Tindak血可ut Hasil Peme正ksaan Pengaduan

Pasal 14

(1) Inspektorat mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil

penanganan pengaduan masyarakat.

(2) Pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara periodik.

(3) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan

masyarakat disampaikan oleh lnspektur kepada Wall Ko屯　dengan

tembus狐kepada Wakil Wali Ko屯･

(4) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan

masyarakat didokumentasikan oleh Inspektorat sebagai bahan

pemutakhir紬data心ndak la可ut penang紬an pengadu紬masyarakat･

Bagian Ket可uh

Pengarsipan atas Penanganan Pengaduan

Pas血15

(1) Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan klasifikasi jenis masalah dan

instansi/ unit ke車a terlapor se虹a uruぬn waktu pengaduan･

(2) Arsip-arsip surat pengaduan masyarakat disimpan dengan baik.

(3) Terhadap pemintaan infomasi dari pihak lain (masyarakat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, media mas:a dan lain-lain) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2), Informasi yang dapat diberikan terbatas hanya

untuk daぬsta血s心k penanganamya, bukan血め調as宣yang meⅢpakan

bahan / mate正pemehksaan ･

BAB V.…



BAB V

PE MB IAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

y紬g berkadar pengawas狐dibeb紬k紬pada An幾組紬Pendapat狐d紬

Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah

Kota Sibolga.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan W瓢i Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan･

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya d粗am Behta Daerah Kota Sibolga･

Ditetapkan di Sibolga

pada屯nggal 16 Januah 2023

WAL重KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDD置N POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tan認al 16 Janua正2023

sEKRETAR工s DAERAH Ko船slBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA slBOLGA皿HUN 2o23 NOMOR 475

Salinan sesuai dengan aslinya


